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KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis
dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Terhadap Bidan”
dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah ETIKA PROFESI DAN
HUKUM KESEHATAN. Tidak lupa saya mengucapkan terimaksih terhadap bantuan dari pihak
yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbanggan baik pikiran maupun materinya.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu saya sangat
mengharapkan Kkritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2022
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika diperlukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup
tingkat internasional. Etika merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya
manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan
dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman
pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka
senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar
perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya
etika di masyarakat.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi
manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari.
Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam
menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang
tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat
diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia.

Begitu halnya dengan profesi kebidanan, diperlukan suatu petunjuk bagi anggota profesi
tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, yaitu ketentuan tentang apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas
profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dimayarakat,
yang dalam hal ini kode etik profesi kebidanan.

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan
bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan praktiknya,
profesi bidan bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja,
standar praktik pelayanan, serta kode etik profesi yang dimilikinya. Profesi kebidanan
memerlukan suatu petunjuk bagi anggota profesi bidan tentang bagaimana mereka harus
menjalankan profesinya yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
anggota profesinya. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga
menyangkut tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dimayarakat yang dalam hal ini kode
etik profesi kebidanan.

B. Rumusan Masalah
1. Apa saja sanksi yang diberikan kepada bidan yang telah melanggar kode etik ?

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan kepada bidan yang telah melanggar
kode etik



BAB I1

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Kasus
KEPALA DAN TANGAN BAYI PUTUS SAAT DILAHIRKAN

Dua bidan Puskesmas Bunging, Kecamatan Duammpanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan masing-masing Bidan Fitri, dan Bidan Berta, hanya dikenakan hukuman sanksi kode
etik atas kasus kelahiran bayi di Duammpanua Pinrang beberapa waktu lalu.

Diketahui kasus kelahiran bayi di Duammpanua Pinrang, dengan kepala dan tangan terpisah
dari tubuh janin, menggemparkan warga Pinrang. Akibat kejadian tersebut, bidan Bertha dan
Fitri, selama beberapa hari menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pinrang."Keduanya
hanya dikenakan kode etik. Karena keterangan saksi ahli, bayi yang ditanganinya, sudah
meninggal dalam rahim sebelum proses lahiran,” kata Kapolres Pinrang, AKBP Heri Tri
Maryadi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2013).Sebelumnya, lima orang
petugas puskesmas Desa Bunging, Kabupaten Pinrang diperiksa selama 5 jam oleh penyidik
Reskrim Polres Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin (30/9/2013) siang hingga sore.

Pemeriksaan tersebut, terkait kasus kelahiran seorang bayi dengan kepala dan tangan bayi
terputus dari badan. "Berdasarkan laporan keluarga korban soal dugaan malpraktek yang
dilakukan pihak Puskesmas Desa Bungin, Kabupaten Pinrang, karena mengakibatkan kepala
dan tangan bayi terlepas saat proses persalinan,” jelas Kasat Reskrim Polres Pinrang Ajun
Komisaris Abdul Karim, Senin.Mereka yang diperiksa polisi antara lain Kepala Puskesmas dr
NS dan empat petugas, yakni bidan FA, bidan M, bidan SN, dan perawat SM. Kelimanya
diperiksa secara bersamaan.

Abdul Karim menjelaskan, kelima petugas puskesmas ini diinterogasi seputar kejadian
terlepasnya bagian tubuh bayi sebelum dirujuk ke RSU Lasinrang."Menurut pengakuan perawat
yang diperiksa, kepala bayi memang terlepas saat persalinan di Puskesmas Desa Bunging,
namun sang bayi sudah tidak bernyawa di dalam kandungan,” jelas Karim.

Polisi masih mendalami kasus ini, apakah ada unsur pidana atau tidak. Setelah diperiksa,
sejumlah petugas puskesmas tersebut enggan disorot kamera wartawan televisi. Bahkan kepala
puskesmas enggan keluar dari ruang penyidik karena takut terkena sorotan kamera wartawan.

(ali)

B. Sanksi-Sanksi Yang Telah Diberikan Kepada Bidan Yang Telah Melanggar Kode

Etik

Negara hukum (rechtstaat), mengandung sekurang-kurangnya 2 (dua) makna, yang pertama
adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau pemerintahan dalam
mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan yang ke-dua adalah jaminan-
jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik
(political rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak
asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara pribadi atau kelompok.



Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang sedang melaksanakan
pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan adanya suatu tujuan nasional yaitu untuk
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang —
Undang Dasar 1945. Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan
pendapatan perkapita yang masih rendah, sehingga kebanyakan penduduknya hidup secara
sederhana.

Kecenderungan universal di negara berkembang bahwa pada kondisi awal pertumbuhan
negara tersebut, dimensi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik menduduki posisi
sentral dalam pembangunan nasional. Namun pada tahap pembangunan selanjutnya, dimensi-
dimensi pembangunan lain akan merupakan bagian integral dari realitas pembangunan yang
bersifat multidimensional.

Dalam era pembangunan dewasa ini, peran masyarakat di bidang kesehatan sangat penting
dalam menunjang pembangunan yang diharapkan. Hal tersebut perlu disadari bahwa
pembangunan nasional- membutuhkan tenaga masyarakat yang sehat dan kuat. Selain faktor
tersebut, dalam rangka mneningkatkan derajat kesehatan yang optimal, maka diperlukan tenaga
kesehatan yang professional.

Secara konvensional, pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi human
capital yang harus dilakukan sejalan dengan investasi physical capital. Cakupan pembangunan
sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan
fertilitas dan pengembangan enterpreneurial, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan
produktivitas manusia. Karenanya, indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia
mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya.

Pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahan tidak terlepas dengan instansi-instansi
yang dapat membantu untuk melancarkan pembangunan, antara lain dengan membentuk
Departemen Kesehatan (Depkes) dalam bidang kesehatan. Selain membentuk Depkes,
pemerintah juga membuat kelompok-kelompok profesi. Hal ini dilakukan mengontrol terhadap
pembangunan di bidang kesehatan, sehingga bisa mempertegas peranan pemerintah dalam
mengusahakan perkembangan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah juga mengeluarkan
beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu UU Nomor
23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan,
kewenangan, sanksi, maupun pertanggungjawaban tarhadap kesalahan atau pelanggaran yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai subyek peraturan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang dimaksud
dengan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 50 UU Kesehatan adalah bertugas menyelenggarakan
atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga
kesehatan yang bersangkutan. Sedangkan mengenai ketentuan mengenai kategori, jenis, dan



kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Tenaga kesehatan terdiri dari :
1. tenaga medis;
2. tenaga keperawatan dan bidan;
3. tenaga kefarmasian;
4. tenaga kesehatan masyarakat;
5. tenaga gizi;
6. tenaga keterapian fisik; dan
7. tenaga keteknisian medis.

Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu ditetapkan kebijaksanaan
melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam
kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan. Disamping itu tenaga kesehatan tertentu yang
bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan
kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibarnya.
Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukan kemampuan professional yang baku dan
merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut.

Dari sejumlah tenaga medis tersebut, bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang
berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses
persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Melihat
besarnya peranan bidan tersebut, maka haruslah ada pembatasan yang jelas mengenai hak dan
kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan tersebut. Maka, dibuatlah Kode Etik
bidan, dimana kode etik tersebut merupakan suatu pernyataan kemprehensif dan profesi yang
memberikan tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktek profesinya, baik yang
berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman
sejawat, profesi dan diri sendiri, sebagai kontrol kualitas dalam praktek kebidanan.

Untuk melengkapi peraturan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang dibuat oleh
kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa
peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contoh
kode etik profesi adalah kelompok dokter yang mempunyai kode etik kedokteran, dan untuk
kelompok bidan mempunyai kode etik kebidanan. Dalam kode etik tersebut terdapat pengenaan
sanksi apabila ada pelanggaran yang berupa sanksi administratif, seperti penurunan pangkat,
pencabutan izin atau penundaan gaji.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan baik dari
institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang diarahkan oleh keinginan
untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Sedangkan implementasi
adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
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dirumuskan. Fokus perhatian inplementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk
mengadministrasikannya maupun akibat/dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan
ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi sehingga
secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang pada akhirnya fase
implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktek kebidanan secara etis, serta
harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan
masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman,
memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat
untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.

Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman pada KEPMENKES
Nomor 900/ MENKES/ S/ VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Tugas dan
wewenang bidan terurai dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, yang garis besarnya
adalah : bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan
kesehatan masyarakat.. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan progesi, sesuai
dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang
pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
meningkat, terutama pelayanan bidan, tidak dibarengi oleh keahlian dan keterampilan bidan
untuk membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan yang baik. Masih sering dijumpai
pelayanan bidan dengan seadanya, lamban dengan disertai adanya pemungutan biaya yang
mahal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik bidan.
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum mengenai
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Bagi Bidan Dalam Menjalankan
Profesinya



BAB 111

PENUTUP
A. KESIMPULAN

Etika tidak lepas dari kehidupan manusia, termasuk dalam profesi kebidanan
membutuhkan suatu sistem untuk mengatur bidan dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Dalam menjalankan perannya bidan tidak dapat memaksakan untuk mengadaptasi suatu teori

etika secara kaku, tetapi harus di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu
dan berlandaskan pada kode etik dan standar profesi.



DAFTAR PUSTAKA

https://m.tribunnews.com/amp/regional/2013/10/09/kepala-dan-tangan-bayi-putus-saat-dilahirkan-dua-
bidan-kena-sanksi-kode-etik
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